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PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR QC]- TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FUNGSI

BUPATI OGAN ILIR,

ntuan Pasal 4, Pasal
h Kabupaten Ogan
rganisasi dan Tata
cana Daerah

bahwa untuk melaksanakan kete
5, dan Pasal 6, Peraturan Daera
Ilir Nomor 5 Tahun 2011 tentang (6]
Kerja Badan Penanggulangan Ben
Kabupaten Ogan Ilir.

bahwa dalam rangka untuk memperlancar tugas

aparatur di Lingkungan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diatur
dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan
Mir.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Ogan Ilir Komering Ulu
Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

e —

Dipindai dengan CamScanner



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tclrrl]ftf]";’f:
Pembagian Urusan Pcmcrmmllﬂ)” ‘r;t'lhan
Pemerintahan Dacrah Provinsi, dan fcmcfrzlcp;blik
Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Ncgari’lr hahan
Indonesia Tahun 2007 Nomor' 82, a5r;34)'
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun ZOOSBtC:thEE
Penyelenggaraan Penanggulangan ¢ 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ey
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 4828) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Ban_tuan Bencszréa
(Lembaran Negara Republik Indonesia ~ Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor .5
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupat?n
Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan llir;

Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Ogan llir;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang
selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah
Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan

tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan
bencana;

. Kepala Badan adalah Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Kabupaten Ogan llir;
Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Jabatan Fungsional adalah yang menunjukan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil
Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atay
keterampilan tertentu secara mandiri.
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BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) BPBD Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan secard cx—ofﬁcjjq
dijabat oleh Sckretaris Dacrah yang .bCﬂ_(CdUdUkan :
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupatt.

S menyelenggarakan

(2) BPBD Kabupaten mempunyai tuga
langan bencana.

pemerintahan daerah dibidang penanggu

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah terdiri dari :

a. Kepala;

b. Unsur Pengarah; dan

c. Unsur Pelaksana;

Kepala Pelaksana;

Subbagian Tata Usaha ;

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
Seksi Penanganan Darurat dan Logistik;
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional .

R N

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum pada
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati Ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, ]
merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,
mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan
kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan

bencana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Kepala BPBD mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya;
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